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1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) RI No.
159a/Menkes/PER/11/1998 tentang rumah sakit, akreditasi adalah suatu pengakuan
yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit, karena telah
memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Sedangkan menurut Permenkes RI
No. 012/2012, menyatakan bahwa akreditasi rumah sakit adalah pengakuan
terhadap rumah sakit yang di berikan oleh lembaga independen penyelenggara
akreditasi yang ditetapkan oleh menteri baik dari dalam maupun luar negeri, baik
pemerintah maupun swasta yang bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan,
pengambilan keputusan, dan penerbutan sertifikat akreditasi. Adapun tujuan
akreditasi rumah sakit adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, sehingga
sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang semakin selektif dan berhak
mendapatkan pelayanan yang bermutu. Dengan meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan diharapkan dapat mengurangi minat masyarat untuk berobat keluar
negeri.

Menurut Word Health Organization (WHO, 2009) Rumah Sakit adalah
suatu bagian menyeluruh dari organisasi sosial dan medis yang berfungsi
memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap kepada masyarat baik dalam
penyembuhan penyakit (Kuratif), peningkatan (Promotif), pemulihan penyakit
(Rehabilitatif) maupun pencegahan (preventif). Dalam Undang-undang Nomor 44
Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pasal 29 huruf B menyebutkan bahwa rumah

sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti



diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan
standar pelyanan rumah sakit.

Berbagai upaya pemerintah dan masyarakat telah dilakukan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, diantaranya adalah akerditasi
rumah sakit. Rumah sakit yang telah memiliki akreditasi akan mampu
memberikan jaminan hukum kepada pelanggan dan masyarakat bahwa pelayanan
yang diberikan oleh rumah sakit sudah baik dan sesuai dengan standar yang
diterapkan (Dapartemen Kesehatan RI, 2000).

Dalam menjalankan fungsinya, rumah sakit harus mampu memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga, dalam upaya peningkatan
mutu pelayanan rumah sakit wajib mengikuti Akreditasi. Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang KARS
menyebutkan bahwa Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap rumah
sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu
memenuhi standar pelayanan yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan
rumah sakit secara berkesinambungan.

Proses Akreditasi dirancang untuk meningkatkan budaya keselamatan dan
budaya kualitas di rumah sakit, sehingga senantiasa berusaha meningkatkan mutu
dan pelayanannya. Melalui proses Akreditasi salah satu manfaatnya Rumah Sakit
dapat meningkatkan kepercayan masyakat bahwa Rumah Sakit menitik beratkan
sasarannya pada keselamatan pasien dan mutu pelayanan Standar Akreditasi
Rumah Sakit merupakan upaya Kementerian Kesehataan RI menyediakan suatu

perangkat yang mendorong Rumah Sakit senantiasa meningkatkan mutu dan



keamanan pelayanan. Dengan demikian Rumah Sakit harus menerapkan Standar
Akreditasi Rumah Sakit sesuai dengan penjabaran dalam Standar Akreditasi
Rumah Sakit. Sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit, sebagai bagian
peningkatan kinerja, Rumah Sakit secara teratur melakuan penilaian terhadap
keamanan informasi, termasuk integritas, termasuk integritas data dijaga
(Depkes,2011).

Di Indonesia ketentuan Akreditasi rumah sakit baik tingkat Nasional
maupun Internasional sudah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang
maupun peraturan tertulis, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, pasal 40
ayat (1) yang mengatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayan Rumah
Sakit wajib dilakukan Akreditasi secara berkala minimal 3 (Tiga) tahun sekali.
Dari undang-undang rumah sakit tersebut diatas Akreditsasi Rumah Sakit penting
untuk dilakukan dengan alasan agar mutu dan kualitas diintegrasikan dan
dibudayakan ke dalam system pelayanan di Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil wawancara pada saat survey awal yang telah dilakukan di
Rumah Sakit Umum Madani Medan bahwa untuk pemenuhan elemen penilaian
MIRM 6 masih sebahagian yang terpenuhi, hal ini disebabkan karena SIMRS di
rumah sakit tersebut belum terbridging ke online selain itu juga fitur yang ada di
SIMRS masih belum terpenuhi, misalnya pada SIMRS tidak terdapat fitur untuk
bagian pendistribusian berkas rekam medis baik itu rawat jalan maupun rawat
inap, oleh sebab itu sering terjadi berkas rekam medis yang lama di kembalikan ke

ruang penyimpanan.



Dari adanya uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang “Tinjauan Pemenuhan Elemen Penilaian Manajemen Informasi
dan Rekam Medik (MIRM) 6 Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)

di RSU Madani Medan Tahun 2020,

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan urain yang dijelaskan pada Latar belakang permasalahan
yang dikaji penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Pemenuhan Elemen
Penilaian MIRM 6 Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) di Rumah

Sakit Umum Madani Medan Tahun 2020.

1.3 Tujuan Penelitian
Untuk meninjau Pemenuhan Elemen Penilaian Manajemen Informasi dan
Rekam Medik (MIRM) 6 Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) di

Rumah Sakit Umum Madani Medan Tahun 2020.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Rumah Sakit
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi rumah
sakit sebagai bahan pertimbangan tentang Manajemen Informasi dan Rekam
Medik (MIRM) 6 Akreditasi Versi 2012.

2. Intitusi Pendidikan
Sebagai bahan acuan dan sumber ilmu untuk menambah wawasan dan

pengetahuan bagi mahasiswa yang mencakup SPO Akreditasi Versi 2012.



3. Bagi Peneliti
Sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan
Pemenuhan Elemen Penilaian Manajemen Informasi dan Rekam Medik
(MIRM) 6 Akreditasi Versi 2012, dan untuk meningkatkan wawasan

pengetahuan peneliti.



